




A. Latar Belakang Masalah  
Perkembangan teknologi informasi telah menjamah di semua aspek, 
termasuk diantaranya aspek hulum, yang mana memberikan dampak kepada 
perkembangan hukum di Indonesia yang diwujudkan dengan lahirnya Undang-
Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dibukanya 
peluang untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham melalui media 
teleconference sebagaimana yang tertera dalam Pasal 77 ayat (1) UUPT tentang 
Perseroan Terbatas yang berbunyi selain penyelenggarakan RUPS sebagaimana 
yang dimaksud dalam Pasal 76 UUPT, RUPS dapat juga dilakukan melalui media 
teleconference, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua 
peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi 
dalam rapat. 
Berdasarkan Pasal 77 UUPT adanya pilihan untuk memanfaatkan media 
seperti teleconference dan sarana media elektronik lainnya harus memenuhi 
minimal tiga syarat yang bersifat kumulatif, yaitu:  
1. Peserta harus saling melihat secara langsung,  
2. Peserta harus saling mendengar secara langsung,  
3. Peserta berpartisipasi dalam rapat.  
Hal ini berarti apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka media yang 
dimaksud tidak memenuhi syarat untuk dijadikan media dalam pelaksanaannya. 
Permasalahan akan muncul ketika RUPS dilakukan melalui media 
teleconference karena pemegang saham tidak berada dalam satu tempat yang 
sama dalam melaksanakan RUPS tetapi berada pada letak geografis yang 
berbeda-beda dalam waktu yang sama dalam melaksanakan RUPS. Jika dalam 
pelaksanaannya RUPS dengan teleconference menuangkan dengan akta yang 
dibuat langsung oleh Notaris yang hadir dalam RUPS tersebut dalam bentuk 
Berita Acara Rapat, maka permasalahan yang muncul adalah tidak semua para 
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pemegang saham yang hadir dalam RUPS berada di tempat yang sama dimana 
Notaris tersebut hadir didalam RUPS karena menggunakan media teleconference. 
Kondisi ini mengakibatkan para pemegang saham yang hadir dalam RUPS 
tidak secara keseluruhan berada dihadapan Notaris. Sebagaimana yang diatur 
dalam Pasal 1 ayat (7) UU No 2 Tahun 2014 tentang UUJN, bahwa yang 
dimaksud dengan akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau 
dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-
Undang ini. 
Ketentuan Pasal 77 UUPT ini juga akan bertentangan dengan norma lain 
yaitu UUJN apabila akta Risalah RUPS PT melalui media teleconference harus 
dituangkan dalam sebuah akta notaris. Hal ini berbeda dalam proses pembuatan 
Risalah RUPS PT menjadi akta notaris yang dilakukan secara konvensional atau 
langsung dihadiri oleh seluruh peserta rapat. Konflik norma tersebut dapat dilihat 
dalam ketentuan yang telah diatur dalam UUJN, Pasal 16 ayat (1) UUJN dimana 
kewajiban notaris membacakan akta didepan penghadap dengan dihadiri oleh 
paling sedikit 2 orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, 
saksi dan notaris. Dalam penjelasannya ditegaskan bahwa notaris harus hadir 
secara fisik dan menandatangani akta dihadapan penghadap dan saksi. Substansi 
Pasal tersebut harus dikaitkan dengan Pasal 39 ayat (2) dan (3) UUJN, ditegaskan 
bahwa notaris harus mengenal para penghadap, dan pengenalan tersebut harus 
dinyatakan secara tegas dalam akta dan untuk saksi pun disebutkan dalam Pasal 
40 ayat (3) dan (4) UUJN. Apabila terjadi ketidaksesuaian terhadap ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40, maka akan 
mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di 
bawah tangan. 
Penggunaan tanda tangan elektronik pada suatu dokumen elektronik, dapat 
menjamin keamanan suatu pesan informasi elektronik, yang menggunakan 
jaringan publik, karena tanda tangan elektronik dibuat berdasarkan teknologi 
kriptografi asimetris. Tanda tangan digital memiliki keotentikan, karena tidak 
bisa/sulit ditulis atau ditiru oleh orang lain. Pesan dan tanda tangan pesan tersebut 
juga dapat menjadi barang bukti, sehingga penandatangan tak bisa menyangkal 
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bahwa dulu ia tidak pernah menandatanganinya. Otentisitas sangat diperlukan 
dalam berkomunikasi melalui internet, harus dipastikan bahwa memang benar 
pihak A yang telah mengirimkan suatu informasi elektronik, bukan pihak B yang 
mengaku menjadi pihak A. Hal ini menjadi penting, sebab pertanggungjawaban 
suatu subjek hukum tergantung pada kejelasan identitasnya. Kebutuhan akan 
otentisitas ini dapat tercapai dengan menggunakan sertifikat digital. Hanya sah 
untuk dokumen atau pesan itu saja atau salinannya yang sama persis. Tanda 
tangan itu tidak bisa dipidahkan ke dokumen lainya, meskipun dokumen lain itu 
hanya berbeda sedikit. Ini juga berarti bahwa jika dokumen itu diubah, maka 
tanda tangan digital dari pesan tersebut tidak lagi sah.Dapat diperiksa dengan 
mudah, termasuk oleh pihak-pihak yang belum pernah bertatap muka langsung 
dengan penadatangan. 
Aturan mengenai tanda tangan elektronik ini lebih lanjut dijelaskan dan 
ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (1) UU ITE yang menyebutkan bahwa, Tanda 
tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama 
memenuhi persyaratan sebagai berikut :  
1. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda 
Tangan; 
2. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan 
elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan; 
3. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah 
waktu penandatanganan dapat diketahui; 
4. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda 
Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; 
5. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa 
Penandatangannya; dan  
6. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah 
memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.  
Menurut UU ITE, tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri 
atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan 
informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan 
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autentikasi. Tanda tangan elektronik sebagai informasi elektronik merupakan satu 
atau sekumpulan data-data elektronik, yang tidak terbatas dengan tulisan, suara, 
gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat 
elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya. Agar dapat 
mencapai tujuannya sebagai alat verifikasi dan autentikasi, tanda tangan 
elektronik harus terikat pada informasi elektronik lainnya yang merupakan 
substansi dari dokumen elektronik itu sendiri. Sahnya suatu tanda tangan 
elektronik sebagai sebuah informasi dan dokumen elektronik harus dapat 
memenuhi syarat minimum baik subyek maupun obyeknya.  
Syarat subyektif yang dimaksud meliputi, kualitas diri penandatangan. 
Data-data pembuatan tanda tangan elektronik hanya terkait pada si 
penandatangan. Dalam proses penandatanganan, data-data tersebut hanya berada 
dalam kuasa penandatangan. Hal ini membutuhkan sistem proteksi yang baik 
sehingga pihak lain tidak dapat menggunakannya untuk perbuatan yang bersifat 
melawan hukum. Tanda tangan elektronik membutuhkan sistem yang dapat 
dipertanggungjawabkan baik dari segi keamanannya maupun dari informasi 
elektronik yang terkait dengannya. Sistem keamanan ini diperlukan kedepannya 
agar dapat diketahuinya perubahan tanda tangan elektronik maupun informasi 
elektronik setelah terjadinya penandatanganan. Sistem ini juga diperlukan untuk 
mengidentifikasi penandatangan agar dapat menentukan hak dan kewajiban 
subyektif, dan untuk menunjukkan bahwa penandatangan telah memberikan 
persetujuan terhadap informasi elektronik tersebut.  
Informasi yang dihasilkan oleh suatu Sistem Informasi elektronik adalah 
bersifat netral, yakni sepanjang sistem tersebut berjalan baik tanpa gangguan, 
maka input dan output yang dilahirkan adalah sebagaimana mestinya. Oleh karena 
itu arsip elektronik yang dihasilkan oleh sistem elektronik yang telah dilegalisir 
atau dijamin para profesional yang berwenang, jika tetap berjalan sebagaimana 
mestinya sepanjang tidak dibuktikan lain oleh pihak lain dapat diterima 
sebagaimana layaknya akta otentik. Hal ini mengingat keberadaan dokumen 
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tersebut tidak dapat disangkal lagi (non repudiation) mempunyai kekuatan hukum 
mengikat para pihak.1  
Diberlakukannya UU ITE memunculkan suatu pengaturan yang baru 
mengenai alat-alat bukti dokumen elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 
1 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik 
dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya Pasal 
5 ayat 2 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik 
dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan 
alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. 
Dengan demikian, bahwa UU ITE telah menentukan bahwa dokumen elektronik 
dan/atau hasil cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah dan merupakan 
perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di 
Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan.  
Bukti elektronik baru dapat dinyatakan sah apabila menggunakan sistem 
elektronik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Suatu bukti 
elektronik dapat memiliki kekuatan hukum apabila informasinya dapat dijamin 
keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat 
ditampilkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Orang yang mengajukan 
suatu bukti elektronik harus dapat menunjukkan bahwa informasi yang 
dimilikinya berasal dari sistem elektronik yang terpercaya. 
Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) UU ITE dipastikan bahwa, 
informasi dan/atau dokumen elektronik berikut dengan hasil cetaknya adalah 
merupakan alat bukti yang sah. Oleh karena itu kekuatan pembuktian terhadap 
dokumen elektronik dapat dipersamakan dengan akta autentik, jika dilihat dari 
Pasal 1 angka 12 UU ITE tentang definisi dari Tanda Tangan Elektronik, bahwa 
suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang telah ditanda 
tangani, dilekatkan, teraosiasi atau terkait dengan informasi elektronik tersebut 
telah diverifikasi dan diautentifikasi.   
                                                             
 1Edmon Makarim. 2005. Pengantar Hukum Telematika cetakan I. Raja Grafindo Persada: 
Jakarta. hal. 357  
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Tanda tangan elektronik dapat memiliki kekuatan hukum dan akibat 
hukum yang sah maka selain telah terpenuhinya syarat-syarat yang telah 
ditentukan oleh undang-undang dalam Pasal 11 UU ITE, maka masih ada syarat 
yang wajib ditempuh oleh pengguna tanda tangan elektronik sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 12 ayat (2) UU ITE yang menyebutkan mengenai 
pengamanan tanda tangan elektronik sekurang-kurangnya meliputi : 
1. Sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak; 
2. Penanda tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari 
penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan 
Elektronik; 
3. Penanda tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang 
dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain 
yang layak dan sepatutnyaharus segera memberitahukan kepada seseorang 
yang oleh penanda tangan dianggapmempercayai Tanda Tangan Elektronik 
atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika : 
a. Penanda tangan mengetahui bahwa data pembuat Tanda Tangan 
Elektronik telah dibobol; atau  
b. Keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko 
yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan 
Elektronik; dan  
4. Dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan 
Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan 
semua informasi yang terkait dengan sertifikat elektronik tersebut.  
Penandatanganan akta secara elektronik dan Rapat Umum Pemegang 
Saham secara teleconference.2 Hal ini bertujuan untuk mempermudah para pihak 
yang tinggalnya berjauhan, sehingga dengan adanya cyber notary, jarak tidak 
menjadi masalah lagi.  
Kendala yang nyata dari proses kecanggihan teknologi adalah bahwa data 
yang dihasilkan dari sebuah RUPS dengan menggunakan mekanisme elektronik 
                                                             
 2Emma Nurita. 2012. Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran. Bandung: 
Refika Aditama. hal. 53.  
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tentu saja menghasilkan data elektronik juga dan harus dituangkan dalam bentuk 
akta otentik. Menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 
11 tahun 2008 Pasal 5 dikatakan bahwa informasi eletronik dan/atau dokumen 
elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan 
merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang 
berlaku di Indonesia. 
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham melalui media 
Teleconference diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham 
melalui media Teleconference disyaratkan untuk membuatkan risalah rapat yang 
disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham 
(Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas), namun risalah RUPS yang telah dibuat dengan Akta Notaris tidak 
disyaratkan untuk ditandatangani oleh semua peserta Rapat Umum Pemegang 
Saham (Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas). 
Setiap penyelenggaraan RUPS, "wajib" dibuat risalah rapatnya. RUPS 
yang tidak dibuat risalahnya, tidak sah dan dianggap tidak pernah ada (never 
existed). Akibatnya, hal-hal yang diputuskan dan ditetapkan dalam RUPS tidak 
dapat dilaksanakan.3. Risalah RUPS dalam prakteknya dituangkan dalam suatu 
akta otentik yang dibuat di hadapan notaris (akta berita acara) atau dibuat dalam 
bentuk notulensi rapat yang berupa akta di bawah tangan dan kemudian akta 
tersebut dituangkan dalam bentuk akta otentik yang kemudian disebut sebagai 
akta pemyataan keputusan rapat umum pemegang saham. Notaris adalah pejabat 
umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua 
perbuatan, perjarjian, dan penetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum 
atau diminta oleh para pihak yang membuat akta.4 Pengertian akta Notaris 
berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, 
                                                             
 3M. Yahya Harahap. 2009. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika. hal. 340  
 4Sudikno Mertokusumo. 2004. Arti Penemuan Hukum Bagi Notaris. Renvoi. hal. 49  
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akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris 
menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. 
Pelaksanaan RUPS melalui Teleconference Perseroan Terbatas dibuat ke 
dalam Akta Berita Acara atau Akta Relaas (ambtelijke akten), maka notaris harus 
hadir secara langsung mengikuti RUPS guna mencatat segala perbuatan hukum 
yang terjadi atas suatu keadaan yang didengar, dilihat atau disaksikan oleh notaris 
sendiri ke dalam Akta Berita Acara.  
Akta Berita Acara RUPS melalui media Teleconference merupakan Akta 
otentik yang dibuat oleh Notaris (pejabat umum) disebut dengan akta relaas 
(relaas acten) atau Akta Berita Acara yang berisi uraian yang dilihat atau 
didengar sendiri secara langsung oleh notaris yang dilakukan oleh dan atas 
permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak dilakukan dan 
dituangkan ke dalam bentuk Akta Notaris. Akta Berita Acara RUPS sebagai akta 
otentik merupakan salah satu alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 KUH 
Perdata yaitu alat bukti tertulis yang termasuk pada alat bukti tertulis otentik yang 
memiliki kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 1870 KUH Perdata), sehingga 
Akta Berita Acara RUPS harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau 
ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam akta tersebut, walaupun demikian Akta 
Berita Acara RUPS sebagai akta otentik masih dapat dilumpuhkan oleh bukti 
lawan.  Akta Berita Acara RUPS melalui media Teleconference sebagai akta 
otentik dapat dibedakan menjadi tiga macam kekuatan pembuktian yakni: 
Kekuatan pembuktian ahiriah (Uitwendige bewijskracht); Kekuatan pembuktian 
formal (formale bewijskracht) dan Kekuatan pembuktian material (materiele 
bewijskracht). 
Sebagai salah satu peranan notaris dalam menjalankan kewenangan 
jabatannya yaitu untuk membuat Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang 
Saham, maka seluruh isi dari berita acara dalam Rapat Umum Pemegang Saham 
adalah merupakan laporan dan pernyataan dari Notaris terhadap segala sesuatu 
yang disaksikan dan didengarnya secara langsung dalam Rapat Umum Pemegang 
Saham, yang diadakan pada hari, tanggal, waktu, dan tempat yang telah 
disebutkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham. Menurut 
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Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (selanjutnya 
disebut UUPT), yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4756. Mengatur mengenai rapat umum pemegang saham (RUPS) melalui media 
elektronik, namun diatur secara jelas mengenai penandatanganan elektronik yang 
sah sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), yang 
diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843. 
Namun permasalahan hukum akan muncul apabila pihak yang melakukan 
tanda tangan elektronik tidak mengakui keberadaan tanda tangan elektronik 
tersebut. Untuk itu pembuktian merupakan faktor yang sangat penting mengingat 
informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara 
Indonesia secara komprehensif, melainkan juga sangat mudah dipalsukan dan 
dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dokumen 
elektronik yang ditandatangani dengan sebuah digital signature dapat 
dikategorikan sebagai bukti tertulis namun terdapat suatu prinsip hukum yang 
menyebabkan sulitnya pengembangan penggunaan dari dokumen elektronik yakni 
adanya syarat bahwa dokumen tersebut harus dapat dilihat, dikirim dan disimpan 
dalam bentuk kertas. Selama ini yang dapat disebut sebagai alat bukti sempurna 
yaitu akta otentik. Pengaturan mengenai akta otentik sebagai akta notaris diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. 
Sebagai salah satu bentuk baru dalam proses pembuatan berita acara yang 
dilakukan secara teleconference si, masih banyak notaris yang berani menghadapi 
permasalahan tugas tersebut. Penolakan oleh notaris dapat dipahami apabila 
memang peralatan yang dimiliki Notaris tidak atau kurang mendukung untuk 
pelaksanaan RUPS yang mana para anggotanya tidak bisa hadir, sehingga 
menggunakan teleconference s. Selain itu masih banyak Notaris yang kurang 
memahami terkait peraturan RUPS teleconference meski sebenarnya sudah 
terdapat rincian penjabarannya yang jelas dalam UU ITE, dimana dijelaskan 
bahwa penyelenggaran RUPS dapat dilakukan melalui media elektronik diatur 
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dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas, bahwa penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media teleconference, video 
konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua 
peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi 
dalam rapat.  
Penandatanganan secara elektronik masih diragukan keabsahannya karena 
belum ada peraturan perundang-undangan yang dapat menafsirkan bagaimana 
bentuk, cara, teknik, metode pembuatan tanda tangan elektronik, maka cara 
penandatangan yang dipilih adalah penandatanganan secara fisik pada 
Notulen/Risalah RUPS yang telah diselenggarakan dan disetujui secara 
elektronik. Teleconference dapat ditandatangani dengan memilih salah satu dari 
ketiga cara sebagai berikut : 
1. Ditandatangani oleh Ketua RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang 
saham secara fisik. 
2. Ditandatangani oleh ketua RUPS secara fisik dan paling sedikit 1 (satu) orang 
pemegang saham secara elektronik. 
3. Ditandatangani oleh ketua RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang 
saham secara elektronik. 
Notulen/Risalah RUPS yang dilakukan melalui video konferensi juga 
dapat memuat keputusan-keputusan mengenai perubahan AD tertentu yang harus 
dimintakan persetujuan dari dan/atau yang harus diberitahukan atau dilaporkan 
kepada menteri hukum dan hak ajasi manusia dimana keputusan-keputusan RUPS 
tersebut harus dinyatakan dalam akta notaris yang dalam prakteknya disebut Akta 
Persetujuan Keputusan Rapat (PKR). Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 21 
Ayat (5) UUPT Nomor 40 Tahun 2007, maka di dalam Notulen/Risalah RUPS 
harus dimuat juga pemberian kuasa kepada ketua RUPS yakni direksi untuk 
menyatakan keputusan-keputusan RUPS tersebut kedalam Akta Otentik (Akta 
PKR). 
Untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi Notulen/Risalah RUPS 
tersebut sesuai dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 90 Ayat (1) UUPT 
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Nomor 40 Tahun 2007, hingga lebih lanjut Notulen/Risalah RUPS melalui 
Teleconference yang ditandatangani dengan cara demikian itu dapat dianggap 
sebagai dokumen yang sah dan dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut 
hukum sebagai dasar pembuatan Akta PKR dihadapan Notaris oleh ketua RUPS 
selaku pemegang kuasa dari RUPS yang dilaksanakan melalui media elektronik. 
Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum 
yang sah dapat dibuktikan dengan adanya : 
1. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda 
Tangan; 
2. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan 
elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan; 
3. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah 
waktu penandatanganan dapat diketahui; 
4. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda 
Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; 
5. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa 
Penandatangannya; 
6. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah 
memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait. 
Ketentuan yang terdapat dalam UU ITE tersebut paling tidak sudah ada 
ketentuan hukum dalam bertransaksi dengan menggunakan media elektronik, 
sehingga tidak ada salahnya pelaksanaan RUPS dilakukan dengan media online. 
Pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham, dilakukan 
dengan kehadiran Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang 
diselenggarakan dan risalah rapat tersebut dibuat “oleh” Notaris yang 
menyaksikan, melihat, dan mendengar segala sesuatu yang dibicarakan dan 
diputuskan dalam rapat, sehingga bentuk akta yang dihasilkan merupakan akta 
dari golongan relaas akta, yaitu akta yang dikenal sebagai Berita Acara Rapat. 
Pennasalahan muncul ketika RUPS Teleconference mengakibatkan para peserta 
rapat yang hadir dalam RUPS tidak secara keseluruhan berada di tempat yang 
sama dimana Notaris tersebut hadir didalam RUPS, sedangkan risalah rapat yang 
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dibuat dengan Berita Acara Rapat (akta Notaris) harus dibuat langsung oleh 
Notaris. 
Proses pembuatan akta otentik berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat 
Umum Pemegang Saham berdasarkan notulensi rapat yang dibuat di bawah 
tangan akan mengalami kendala mengingat bahwa penyelenggaraan RUPS 
melalui media Teleconference menghasilkan sebuah data digital yang dihasilkan 
oleh sebuah teleconference. Proses pembuktian data elektronik ke dalam akta 
otentik ini mengalami kendala berdasarkan hukum pembuktian karena sampai 
saat ini tidak mudah untuk membuktikan apakah pelaksanaan RUPS tersebut sah 
atau tidak, karena syarat-syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan 
Terbatas adalah adanya integrasi antara teknis pelaksanaan RUPS dengan notulen 
rapat yang harus ditanda tangani oleh semua peserta rapat.  
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut terdapat pemasalahan yang 
dibahas dalam penelitian hukum ini yaitu keabsahan Rapat Umum Pemegang 
Saham Perseroan Terbatas dengan bukti kehadiran para  pemegang saham secara 
online” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penelitian hukum ini rumusan 
masalah yang ingin penulis kemukakan yaitu : 
1. Bagaimanakah keabsahan hukum akta notaris dalam Rapat Umum Pemegang 
Saham Perseroan Terbatas melalui teleconference dengan media online? 
2. Apakah akta otentik Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang 
diselenggarakan secara teleconference sebagai alat bukti? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, tujuan penelitian hukum ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Untuk menganalisis keabsahan hukum akta notaris dalam Rapat Umum 




2. Untuk menganalisis keberadaan akta otentik Rapat Umum Pemegang Saham 
Perseroan Terbatas yang diselenggarakan secara teleconference sebagai alat 
bukti 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Secara Teoritis  
Memberikan sumbangan pemikiran pada bidang hukum terutama yang 
berkaitan dengan keabsahan hukum akta notaris dalam Rapat Umum 
Pemegang Saham Perseroan Terbatas melalui teleconference dengan media 
video dan keberadaan akta otentik Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan 
Terbatas yang diselenggarakan secara telekonferensi sebagai alat bukti. 
2. Secara Praktis  
Memberikan sumbangan pemikiran terhadap Notaris tentang keabsahan 
hukum akta notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas 
melalui teleconference dengan media video dan keberadaan akta otentik Rapat 
Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang diselenggarakan secara 
telekonferensi sebagai alat bukti 
3. Bagi akademisi  
Dapat dijadikan dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 
keabsahan hukum akta notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham 
Perseroan Terbatas melalui teleconference dengan media video dan 
keberadaan akta otentik Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas 
yang diselenggarakan secara telekonferensi sebagai alat bukti. 
 
